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ABSTRAK 
 
 
 

PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, KEMISKINAN, 
DAN PENDIDIKAN TERHADAP KRIMINALITAS 

DI INDONESIA 
 
 
 

Oleh 
 
 

SEPTIANA TRI SUSANTI 
 
 
 
 
Kriminalitas merupakan isu sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, 
kemiskinan, dan pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Data yang 
digunakan bersifat panel dengan cakupan 32 provinsi selama periode 2014–2023. 
Metode analisis yang digunakan adalah two-step System Generalized Method of 
Moments (SYS-GMM) untuk mengatasi dinamika data dan potensi endogenitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan pendidikan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan ketimpangan pendapatan 
tidak berpengaruh signifikan. 

Kata Kunci : Kriminalitas, Ketimpangan Pendapatan, Kemiskinan, Pendidikan 



 
 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

THE EFFECT OF INCOME INEQUALITY, POVERTY, AND EDUCATION ON 
CRIME IN INDONESIA 

 
 
 

By 
 
 

SEPTIANA TRI SUSANTI 
 
 
 
 

Crime is a social issue influenced by various economic factors. This study aims to analyze 
the influence of income inequality, poverty, and education on crime in Indonesia. The data 
used is panel data covering 32 provinces during the period 2014–2023. The analysis method 
used is the two-step System Generalized Method of Moments (SYS-GMM) to address data 
dynamics and potential endogeneity. The results show that poverty and education have a 
positive and significant effect on crime, while income inequality does not have a significant 
effect. 

Keywords : Crime, Income Inequality, Poverty, Education 
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MOTTO 
 
 

ُ  يكَُلِّفُ  لاَ  َّဃ وُسْعَهَا إلاَِّ  نفَْسًا   

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah [2]: 286) 

 

۝๭يسُْرً  لْعسُْرِ ٱ مَعَ  إنَِّ  ۝๬يُسْرًا لْعسُْرِ ٱ مَعَ  فَإنَِّ     

“ Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta 

kesulitan ada kemudahan” 

(Q.S Al- Insyirah [94]: 5- 6) 

 

“Nggak perlu perfect yang penting beres ” 

(Eva Alicia)
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang pesat, ditandai dengan globalisasi dan kemajuan 

teknologi, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia. Persaingan yang semakin ketat dalam berbagai bidang, mulai dari ideologi 

hingga ekonomi, telah membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Imbasnya, 

nilai-nilai tradisional mulai terkikis, digantikan oleh orientasi materialistik dan 

hedonistik. Banyak manusia cenderung mengejar kesenangan instan dan kekayaan 

materi, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Kondisi ini semakin 

diperparah oleh kompleksitas kehidupan modern yang menuntut masyarakat untuk 

terus beradaptasi dengan cepat. Tekanan untuk mencapai kesuksesan materi dan 

sosial seringkali memicu kecemasan dan kebingungan, bahkan mendorong 

sebagian orang untuk bertindak di luar batas hukum demi memenuhi ambisi semata. 

Ketidakseimbangan antara keinginan dan kemampuan, serta kurangnya 

keterampilan yang memadai, menjadi salah satu faktor utama yang memicu 

tindakan kriminal (Wicaksono & Suharto, 2023).  

Kriminalitas atau tindakan kejahatan adalah perilaku yang melanggar hukum, 

norma, dan undang-undang yang berlaku (Winda & Sentosa, 2021). Tindakan 

kejahatan akan selalu ada dan sulit dihilangkan karena dipengaruhi oleh faktor 

sosial-ekonomi dan aktivitas rutin di titik rawan kejahatan (He et al., 2016). 

Menurut Ivaschenko et al. (2012) dalam Sugiharti et al. (2023) kriminalitas menjadi 

masalah umum bagi masyarakat di dunia karena memiliki berbagai  dampak pada 

perekonomian, sosial dan politik. Selain itu, tindak kejahatan ini menyebabkan 

kerugian materi, penderitaan fisik, kerusakan moral hingga gangguan psikologis 

bagi korban (Frieze et al., 1987). Kejahatan yang terjadi cukup beragam, mulai dari 

kejahatan mencuri hingga kejahatan pembunuhan.  
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Dalam perspektif ekonomi, kriminalitas sering dikaitkan dengan teori pilihan 

rasional yang dipopulerkan oleh Gary Becker (1956). Becker menjelaskan bahwa 

kriminalitas dapat dilihat sebagai keputusan ekonomi yang dibuat oleh seseorang 

yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari melakukan kejahatan. 

Menurut teori ini,  seseorang akan memilih untuk melakukan tindak kriminal jika 

selisih antara manfaat yang diperoleh dari kejahatan dan sanksi pidana lebih besar 

daripada manfaat yang diperoleh dari pekerjaan yang legal (Sugiharti et al., 2023). 

Kriminalitas menjadi permasalahan umum yang dihadapi setiap negara di seluruh 

dunia, baik negara maju, negara berkembang, maupun negara miskin, termasuk 

salah satunya Indonesia (Soraya et al., 2024). Kejahatan tidak hanya berdampak 

pada keamanan masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial 

secara keseluruhan. Tingkat rasa aman pada setiap masyarakat ditentukan oleh 

tingkat tindak pidana, semakin rendah angka tindak pidana maka semakin tinggi 

pula rasa aman (Socha, 2021).  

Menurut Global Organized Crime Index (GOCI) 2023, Indonesia mengalami 

peningkatan skor kriminalitas sebesar 0,48 poin, mencapai 6,85 poin, yang 

menempatkannya di peringkat ke-20 dari 193 negara yang disurvei, sedangkan skor 

resiliensi (tingkat penyelesaian masalah) mengalami penurunan sebesar 0,08 poin 

menjadi 4,25 dan menjadi peringkat ke-123 dengan skor resiliensi terendah. Di Asia 

Tenggara, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Myanmar dalam hal 

tingkat kriminalitas, sementara skor resiliensinya yang rendah menempatkannya di 

posisi keenam di kawasan tersebut (Prasastisiwi, 2024).  

Berdasarkan statistik kriminalitas, pada tahun 2023, jumlah kejahatan mencapai 

angka 584.991 kasus, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang 

hanya 372.965 kasus. Pada tahun 2023, jenis tindak kejahatan dengan jumlah kasus 

tertinggi meliputi pencurian dengan pemberatan (curat) yang mencapai 62.872 

kasus, diikuti oleh tindak penganiayaan sebanyak 51.106 kasus, pencurian biasa 

sebanyak 49.546 kasus, penipuan atau perbuatan curang yang tercatat sebanyak 

48.609 kasus, serta kejahatan terkait narkotika dan psikotropika mencapai 39.496 

kasus.   
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah 
Gambar 1.  Rata-rata Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Indonesia Tahun 
2014-2023 

Pada Gambar 1, data kriminalitas yang dilaporkan menurut provinsi menunjukkan 

adanya variasi diberbagai wilayah Indonesia dan sangat timpang sekali. DKI 

Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rata-rata jumlah kasus kriminalitas yang 

dilaporkan mencapai 40.960,5 kasus. Tingginya angka ini tidak lepas dari status 

Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat aktivitas ekonomi, sosial, serta 

pemerintahan. Kepadatan penduduk yang tinggi, urbanisasi yang masif, serta 

kompleksitas sosial yang tinggi menjadi faktor-faktor yang mendorong tingginya 

tingkat kriminalitas di wilayah ini. Selain Jakarta, provinsi Sumatera Barat 

(39.854,6 kasus), Sumatera Utara (38.705,5 kasus), dan Jawa Timur (32.186,4 

kasus) juga mencatat angka kriminalitas yang tinggi, menunjukkan bahwa wilayah 

dengan populasi besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung memiliki angka 

kriminalitas yang lebih besar. 

Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan tingkat kriminalitas yang relatif 

rendah. Maluku Utara menempati posisi terendah dengan hanya 1.067,5 kasus, 

diikuti oleh Kepulauan Bangka Belitung (1.947,7 kasus), Sulawesi Tenggara (3.272 

kasus), dan Gorontalo (2.983,9 kasus). Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh 

faktor berupa jumlah penduduk yang lebih sedikit, aktivitas sosial-ekonomi yang 

tidak terlalu padat, atau masih terbatasnya pelaporan dan pencatatan kasus kriminal 

di daerah-daerah tersebut. Namun, angka rendah ini juga perlu ditinjau lebih lanjut 



4 
 

apakah mencerminkan kondisi sosial yang aman atau justru adanya kekurangan 

dalam sistem pelaporan dan penegakan hukum. 

Perbedaan rata-rata jumlah kejahatan antara provinsi-provinsi ini dapat dipengaruhi 

oleh faktor geografis, jumlah penduduk, dan kondisi ekonomi. Pada dasarnya 

kejahatan timbul akibat karakter manusia yang dilatar belakangi masalah ekonomi 

(ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan sebagainya), kondisi lingkungan, faktor 

biologis (umur,usia,jenis kelamin, mental, dan sebagainya), dan nafsu serta emosi 

yang tak terkendali (Hardianto, 2009a). 

Menurut Sugiharti et al. (2023) ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi kriminalitas. Ketimpangan pendapatan dapat memicu berbagai 

reaksi sosial negatif berupa kecemburuan, frustrasi, dan bahkan tindakan agresi 

yang ditujukan kepada yang memiliki lebih banyak sumber daya (Sugiharti et al., 

2022). Ketimpangan pendapatan juga dapat menciptakan lingkungan sosial yang 

tidak kondusif, di mana  yang merasa kurang  beruntung secara ekonomi dan sosial 

lebih cenderung untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Selain itu, ketidaksetaraan 

dalam distribusi pendapatan berdampak pada keterbatasan akses masyarakat 

berpenghasilan rendah terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan (Mardinsyah & 

Sukartini, 2020). 

Dalam penelitian Simanungsong (2013) ketimpangan memiliki pengaruh positif 

terhadap kriminalitas. Meningkatnya ketimpangan pendapatan memperbesar 

kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan (Kelly, 2000). 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kuciswara et al. (2021) juga menunjukkan 

bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap kriminalitas. Hasil 

penelitian Ilpiyanto & Fujiansyah (2023) menunjukkan hasil yang berbeda dimana 

ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas yang artinya 

peningkatan ketimpangan pendapatan akan menurunkan tingkat kriminalitas.  
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah 
Gambar 2. Rata-rata Indeks Gini di Indonesia Tahun 2014-2023 

Indeks Gini merupakan indikator yang umum digunakan untuk mengukur tingkat 

ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini berkisar antara 

0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin timpang 

distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Berdasarkan data indeks Gini dari seluruh 

provinsi di Indonesia, terlihat bahwa rata-rata nasional berada pada angka 0,39. 

Beberapa provinsi mencatat indeks Gini di atas rata-rata nasional, yang 

menandakan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dari daerah lainnya. Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki indeks Gini tertinggi sebesar 0,43, diikuti oleh DKI 

Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo masing-masing sebesar 0,41. Hal ini 

mencerminkan bahwa meskipun wilayah-wilayah tersebut tergolong maju dari sisi 

pembangunan dan ekonomi, namun distribusi pendapatan antarpenduduknya belum 

merata. Ketimpangan ini bisa disebabkan oleh dominasi sektor informal, 

ketimpangan upah antarpekerja, serta konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu 

saja. 

Sebaliknya, sejumlah provinsi memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang 

lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Kepulauan Bangka Belitung mencatat 

indeks Gini terendah sebesar 0,27, diikuti oleh Maluku Utara (0,30) dan Sumatera 

Barat (0,31). Rendahnya nilai indeks Gini di daerah-daerah tersebut bisa diartikan 

sebagai indikasi distribusi pendapatan yang lebih merata, meskipun tidak selalu 
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berarti bahwa pendapatan masyarakat di wilayah tersebut tinggi. Dalam beberapa 

kasus, rendahnya indeks Gini juga dapat mengindikasikan tingkat pendapatan yang 

seragam di level yang rendah. 

Berdasarkan data tersebut, indeks gini tertinggi banyak terdapat di Pulau Jawa. Hal 

ini terkait dengan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi di Pulau Jawa serta 

konsentrasi aktivitas ekonomi di beberapa pusat kota besar. Tingkat ketimpangan 

yang tinggi memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan ekonomi dan sosial. 

Ketimpangan yang tinggi seringkali diiringi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. 

Kemiskinan, sebagai kondisi sosial ekonomi di mana  masyarakat tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasar hidup, seringkali dikaitkan dengan tingginya angka 

kriminalitas. Situmorang (2024) menyatakan bahwa kemiskinan menjadi pemicu 

utama terjadinya kejahatan, karena kebutuhan untuk bertahan hidup dapat 

mendorong  untuk melakukan tindakan kriminalitas sebagai upaya menghindari 

kemiskinan. Kasim dan Hendra (2023) juga menjelaskan bahwa masyarakat miskin 

melakukan tindakan kriminal karena tidak punya pilihan lain dan terikat oleh 

kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, 

terbatasnya akses terhadap peluang, dan ketidaksetaraan dalam menikmati fasilitas 

umum dapat memicu frustrasi mendalam pada orang miskin, yang pada akhirnya 

mendorong terjadinya tindakan kriminal  (Wicaksono & Suharto, 2023).  

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan Suharto (2023); 

Nahe et al. (2024); dan Silvia & Ikhsan (2021) menunjukkan bahwa kemiskinan 

memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas yang artinya peningkatan 

kemiskinan akan meningkatan tindak kriminalitas. Hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardinsyah & Sukartini (2020) 

dimana kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya tindak 

kriminalitas. Penelitian yang dilakukan Soraya et al. (2024) juga menunjukkan 

adanya hubungan negatif kemiskinan terhadap kriminalitas.  
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2025, diolah 
Gambar 3. Rata-Rata Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2014-
2023 

Pada Gambar 3, rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat 

timpang antar provinsi. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa menempati posisi teratas 

dalam hal jumlah penduduk miskin. Jawa Timur mencatat angka tertinggi dengan 

rata-rata 4.427.827 jiwa, disusul oleh Jawa Tengah sebanyak 4.101.925 jiwa, dan 

Jawa Barat dengan 3.965.757 jiwa. Sementara itu, sejumlah provinsi memiliki 

angka kemiskinan yang relatif rendah. Kepulauan Bangka Belitung hanya mencatat 

69.499 jiwa, diikuti oleh Maluku Utara (81.843 jiwa), dan Kepulauan Riau 

(131.030 jiwa). Rendahnya jumlah penduduk miskin di wilayah ini bisa disebabkan 

oleh populasi yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di 

Indonesia masih terkonsentrasi di pulau dengan populasi terbesar. Masyarakat 

miskin seringkali memiliki akses yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasar 

meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan berkualitas, dan kesehatan 

(Wicaksono & Suharto, 2023). Kondisi ini mendorong masyarakat miskin untuk 

mencari alternatif penghasilan, termasuk melalui tindakan kriminal.  

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kualitas sumber 

daya manusia yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk 

tingkat kriminalitas. Pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia karena memberikan bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk 

menghadapi tantangan dunia kerja dan memperbesar peluang kerja, sehingga 

mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya menurunkan 
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tingkat kejahatan (Soraya et al., 2024). Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan 

yang rendah cenderung memiliki peluang kerja yang lebih terbatas dan pendapatan 

yang lebih rendah akibat terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Hal ini dapat 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya untuk 

meningkatkan taraf hidup. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk 

karakter dan nilai-nilai moral. Menurut Situmeang (2021) pendidikan menjadi 

sarana untuk mengetahui yang baik dan buruk. Seseorang yang memiliki 

pendidikan yang baik cenderung lebih sadar akan hukum dan konsekuensi serta 

mampu mengendalikan diri agar tidak melakukan tindak kejahatan dibandingkan 

orang lain yang berpendidikan rendah. 

Penelitian oleh Burtt (2005) menunjukkan hubungan negatif antara pendidikan dan 

kriminalitas, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah 

kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Sejalan dengan penelitian 

Burtt, hasil penelitian oleh Sugiharti et al. (2023) menunjukkan hubungan 

pendidikan negatif terhadap kriminalitas. Berbeda dengan hasil penelitian 

sebelumnya, hasil penelitian Murialti & Hadi (2023) menunjukkan hubungan 

positif pendidikan terhadap kriminalitas. Hal ini dikarenakan jumlah lapangan kerja 

yang tersedia tidak mencukupi untuk menyerap tenaga kerja berpendidikan yang 

banyak sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan berpotensi 

memicu tindakan kriminal (Murialti & Hadi, 2023). Sedangkan Wicaksono & 

Suharto (2023) mengungkapkan bahwa seseorang yang berpendidikan cenderung 

untuk melakukan kejahatan dengan lebih cerdas dan efisien melalui perkembangan 

teknologi saat ini. 
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, diolah 
Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di 
Indonesia Tahun 2014-2023 

Tingkat pendidikan di suatu wilayah merupakan salah satu indikator penting dalam 

menilai kualitas sumber daya manusia dan potensi pembangunan ekonomi. Salah 

satu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pendidikan adalah rata-

rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada Gambar 5, data yang 

ditampilkan menunjukkan bahwa secara nasional, rata-rata lama sekolah penduduk 

Indonesia berkisar di angka 8,4 tahun, yang berarti secara umum masyarakat 

Indonesia menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP. Namun, lebih dari 

setengah provinsi di Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah yang masih berada 

di bawah angka nasional tersebut, menandakan bahwa pemerataan akses dan 

kualitas pendidikan masih menjadi persoalan yang serius di berbagai wilayah. 

DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan rata-rata lama sekolah sebesar 

11,031 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Jakarta telah 

menyelesaikan pendidikan menengah atas dan sebagian bahkan melanjutkan ke 

jenjang perguruan tinggi. Fenomena ini mencerminkan tingginya akses terhadap 

fasilitas pendidikan yang memadai, baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga 

pendidik, serta tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. 

Selain Jakarta, provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Kalimantan Timur, Sumatera 

Utara, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara juga menunjukkan rata-rata lama 

sekolah yang tinggi, yaitu di atas 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-
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daerah tersebut telah mencapai tingkat pendidikan yang relatif lebih baik dan 

merata, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap 

produktivitas tenaga kerja dan pembangunan daerah. 

Di sisi lain, Papua menjadi provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah, yaitu 

hanya 6,496 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk di 

Papua belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Rendahnya angka ini 

dapat disebabkan oleh berbagai kendala struktural yakni keterbatasan akses 

terhadap sekolah, kurangnya tenaga pengajar, kondisi geografis yang sulit 

dijangkau, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang membatasi kesempatan 

untuk mengenyam pendidikan. Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat juga menunjukkan angka rata-rata lama 

sekolah yang tergolong rendah, berada di bawah 7,5 tahun. Ketimpangan ini 

mencerminkan adanya tantangan besar dalam pembangunan sektor pendidikan 

yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia. 

Rendahnya rata-rata lama sekolah di berbagai daerah tidak hanya mencerminkan 

keterbatasan dalam akses pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada 

rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Kondisi ini pada 

akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi daya saing 

regional, serta memperbesar kesenjangan sosial antarwilayah. Oleh karena itu, 

peningkatan rata-rata lama sekolah harus menjadi prioritas dalam agenda 

pembangunan nasional, terutama melalui kebijakan yang mendorong pemerataan 

infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, serta pemberian insentif 

dan bantuan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu di daerah 

tertinggal, terluar, dan terpencil. Dengan demikian, Indonesia dapat membangun 

fondasi sumber daya manusia yang kuat dan berkualitas untuk mendorong 

pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Masih terdapat sejumlah provinsi, khususnya yang terkonsentrasi di Pulau 

Jawa, dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang berada di atas rata-rata 

nasional. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan yang 

signifikan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. 

Kondisi semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan sosial dan 

meningkatkan potensi terjadinya konflik, termasuk tindakan kriminal. 

Ketika masyarakat berpendapatan rendah merasa terpinggirkan secara 

ekonomi dan sosial, masyarakat akan terdorong untuk mencari jalan 

alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya melalui tindakan 

kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki 

hubungan yang erat dengan tingkat kriminalitas, sehingga perlu dikaji lebih 

lanjut dalam penelitian ini terkait bagaimana pengaruh ketimpangan 

pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. 

2. Di Indonesia jumlah penduduk miskin antar provinsi masih sangat timpang 

sekali, beberapa provinsi dengan jumlah penduduk miskin yang besar 

terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemiskinan, sebagai kondisi di mana 

masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup, memiliki 

dampak signifikan terhadap munculnya tindakan kriminalitas. 

Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengakses kebutuhan dasar 

diantaranya makanan, tempat tinggal, dan pendidikan sering kali 

mendorong masyarakat miskin mencari alternatif penghasilan, termasuk 

melalui tindakan kriminal. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara 

tingkat kemiskinan dan angka kriminalitas, sehingga perlu dikaji lebih 

lanjut dalam penelitian ini terkait bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap 

tingkat kriminalitas di Indonesia. 

3. Tingkat pendidikan yang rendah, sebagaimana tercermin dari rata-rata lama 

sekolah yang masih berada di bawah rata-rata nasional di sebagian besar 

provinsi di Indonesia, menunjukkan bahwa akses dan kualitas pendidikan 
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belum merata. Rendahnya pendidikan ini dapat berkontribusi pada 

meningkatnya risiko terjadinya tindak kriminal, karena kurangnya 

pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran sosial yang dapat mengarahkan 

seseorang pada perilaku menyimpang. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih 

lanjut bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kriminalitas 

di Indonesia. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini, antara lain: 

1. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat 

kriminalitas di Indonesia yang merupakan salah satu isu yang perlu dikaji 

lebih mendalam. 

2. Menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kriminalitas di 

Indonesia yang merupakan salah satu isu yang perlu dikaji lebih mendalam. 

3. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di 

Indonesia yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam 

memahami hubungan antara ketimpangan distribusi pendapatan, 

kemiskinan, pendidikan dan tingkat kriminalitas di Indonesia, serta 

memperkaya literatur dalam bidang ekonomi pembangunan dan 

kriminalitas.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam 

merancang kebijakan distribusi pendapatan yang lebih merata guna 

menekan kriminalitas. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi referensi 

bagi lembaga sosial dalam program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini 
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juga menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan mengenai 

pemerataan akses dan kualitas pendidikan untuk mendorong pembangunan 

yang inklusif serta memberikan rekomendasi strategis terkait peningkatan 

layanan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi 

kriminalitas di wilayah kurang berkembang.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 
 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Strain 

Teori Strain dikemukakan oleh Robert K. Merton pada tahun 1938 untuk 

menjelaskan penyimpangan perilaku di masyarakat Amerika.  Merton menjelaskan 

mengapa kemiskinan dan ketimpangan seringkali dikaitkan dengan tingginya angka 

kejahatan. Merton mengungkapkan bahwa masyarakat Amerika sangat 

menekankan pentingnya kesuksesan, yang biasanya diukur dari harta kekayaan. 

Untuk mencapai tujuan ini, ada cara-cara legal yang telah disahkan. Namun, tidak 

semua orang dapat mencapai kesuksesan melalui cara yang sah. Akibatnya, 

beberapa orang, terutama dari kelas bawah dan minoritas, memilih untuk melanggar 

hukum demi meraih tujuan tersebut (Effendi, 2017).  

Struktur sosial masyarakat Amerika menjadi akar permasalahan penyimpangan 

karena membatasi akses untuk mendapatkan tujuan melalui cara yang sah antara 

lain pendidikan tinggi, koneksi keluarga, ras, bekerja keras, bahkan bahasa. Hal ini 

membebani masyarakat kelas bawah, karena seseorang harus benar-benar berbakat 

atau beruntung untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan Teori Strain, pada 

dasarnya seseorang mematuhi hukum, namun tekanan besar yang muncul dari 

ketidaksesuaian antara tujuan dan cara yang tersedia membuat sebagian orang 

melakukan kejahatan (Effendi, 2017).  

2.1.2 Rational Choice Theory (Teori Pilihan  Rasional) 

Gary S. Becker, seorang ekonom terkenal, mengembangkan pendekatan ekonomi 

terhadap perilaku kriminal dalam karyanya yang berjudul "Crime and Punishment: 

An Economic Approach" (1968). Dalam karya ini, Becker melihat kejahatan bukan 

hanya sebagai masalah moral atau sosial, melainkan sebagai keputusan rasional 
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yang diambil seseorang berdasarkan pertimbangan biaya dan manfaat. Jika manfaat 

yang didapat lebih besar daripada risiko yang harus ditanggung, maka kejahatan 

dianggap sebagai pilihan yang rasional. 

Pendekatan ini mengubah cara pandang terhadap perilaku kriminal dengan 

menggunakan prinsip-prinsip ekonomi. Becker (1968) menjelaskan bahwa setiap 

orang bebas membuat keputusan berdasarkan penilaian rasional atas dampak dari 

tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, kejahatan terjadi karena seseorang 

membandingkan potensi keuntungan, yakni uang atau kepuasan, dengan risiko yang 

harus ditanggung, yakni hukuman penjara atau denda. Artinya, perilaku kriminal 

dapat dijelaskan dengan logika yang sama dengan keputusan ekonomi lainnya. 

Becker (1968) juga menyoroti pentingnya sistem hukum dan penegakan hukum 

dalam memengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan. Becker 

berpendapat bahwa tingkat kejahatan bisa dikurangi dengan meningkatkan risiko 

atau biaya bagi pelaku kejahatan, misalnya melalui penegakan hukum yang lebih 

ketat atau hukuman yang lebih berat. Dengan kata lain, jika risiko atau kerugian 

akibat kejahatan lebih besar daripada keuntungannya, orang cenderung memilih 

untuk tidak melakukan tindakan ilegal. 

2.1.3 Teori Human Capital 

Teori Human Capital yang dipelopori oleh Gary S. Becker menekankan bahwa 

pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan 

produktivitas seseorang. Pendidikan, sebagai salah satu komponen utama modal 

manusia, berperan penting dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi 

risiko pengangguran. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali 

dikaitkan dengan peluang kerja yang terbatas, yang dapat mendorong seseorang 

untuk mencari alternatif pendapatan melalui aktivitas ilegal. Dalam konteks ini, 

pengangguran menjadi variabel penting yang menjembatani hubungan antara 

pendidikan dan kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran, terutama di 

kalangan masyarakat dengan keterampilan rendah, menciptakan tekanan ekonomi 

yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan kriminal. Sebaliknya, investasi 

dalam pendidikan dan penciptaan lapangan kerja dapat menurunkan insentif untuk 
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melakukan kejahatan dengan meningkatkan biaya peluang (opportunity cost) dari 

keterlibatan dalam aktivitas ilegal.  

2.1.4 Kriminalitas 

Kriminalitas adalah fenomena sosial yang mencakup berbagai bentuk tindakan 

melanggar hukum yang terjadi di masyarakat. Menurut Wojowasito et al. (1982) 

kriminalitas berasal dari bahasa inggris “crime” yang artinya kejahatan dan 

“criminal” yang artinya jahat atau penjahat sehingga kriminalitas dapat diartikan 

sebagai tindakan kejahatan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok yang dianggap menentang norma-norma hukum yang berlaku. Menurut 

Soekanto (2011), kriminalitas tidak hanya mencakup tindakan yang secara eksplisit 

melanggar hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang secara implisit bertentangan 

dengan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Bonger (1916), kriminalitas 

tidak dapat dilihat hanya sebagai perilaku seseorang, tetapi juga harus dipahami 

dalam konteks struktural yang lebih luas. Dalam hal ini, perilaku kriminal 

merupakan respons terhadap tekanan sosial yang berasal dari kemiskinan, 

ketidakadilan, dan ketimpangan (Bonger, 1916). 

Menurut Soesilo dalam Purwanti & Widyaningsih (2019) kejahatan dapat dipahami 

dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu secara yuridis dan sosiologis. Secara 

yuridis, kejahatan didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum pidana 

yang berlaku. Di sisi lain, dalam perspektif sosiologi, kejahatan mencakup semua 

perilaku manusia yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial, baik yang telah 

diatur oleh undang-undang maupun yang belum. 

Menurut Elliott (1952) kejahatan adalah segala perbuatan terlarang dan dipidana 

oleh negara. Elliott (1952) mengklasifikasikan kejahatan menjadi 4 jenis, 

diantaranya: 

1. Kejahatan sebagai masalah sosial 

Sosiologi menempatkan kejahatan sebagai permasalahan mendesak dalam 

tatanan sosial. Tindakan kriminal dapat mengancam fondasi pemerintahan, 

hukum, ketertiban umum, dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Kejahatan sebagai masalah psikologis 
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Kejahatan juga dapat dilihat sebagai hasil dari masalah psikologis yang 

dialami oleh pelaku. Masalah ini dapat mempengaruhi perilaku dan 

tindakan pelaku kejahatan. 

 

3. Kejahatan sebagai masalah psikososial 

Psikologi memandang kejahatan sebagai perilaku  yang memiliki masalah 

psikologis dan sosial sehingga perbuatannya menyimpang dari norma 

sosial. Meskipun penjahat pada dasarnya sama dengan orang biasa, tindakan 

kriminal yang berulang dapat memicu perasaan antisosial dan kegagalan 

dalam beradaptasi dengan aturan masyarakat.  

 

4. Kejahatan sebagai masalah hukum dan sosial 

Kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau 

kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum. Pelanggaran hukum dapat 

berakibat pada sanksi berupa denda, pengusiran, pencabutan kebebasan, 

bahkan hukuman mati. 

Freda Adler dalam (Effendi, 2017) mengklasifikasikan kejahatan sebagai berikut: 

1. Kejahatan dengan kekerasan, diantaranya: 

a. Pembunuhan yang meliputi, pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, 

maupun membunuh dengan kealpaan (pelaku tidak sengaja menyebabkan 

kematian pada korban); 

b. Kejahatan yang berhubungan dengan keluarga yakni menyakiti pasangan, 

kekerasan terhadap anak-anak dan yang lebih tua; 

c. Kejahatan dengan kebencian; 

d. Kekerasan di sekolah; 

e. Milisi;  

f. Pemerkosaan dan penyerangan seksual; 

g. Penculikan; 

h. Penyerangan; 

i. Perampokan; dan 

j. Terorisme. 
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2. Kejahatan terhadap hak milik, diantaranya: 

a. Kejahatan dengan teknologi tinggi; 

b. Pencurian; 

c. Penipuan; 

d. Penadahan; dan 

e. Pembakaran. 

3. Kejahatan dengan organisasi, diantaranya: 

a. Kejahatan kerah putih (white collar crime); 

b. Kejahatan korporasi; dan 

c. Kejahatan teroganisir. 

4. Kejahatan yang berhubungan dengan minuman keras, seksualitas, dan 

narkoba, diantaranya: 

a. Minuman keras (alkohol) 

b. Prostitusi; 

c. Pornografi; dan 

d. Penyalahgunaan narkoba. 

Badan Pusat Statistik (2023) mengklasifikasikan kejahatan menjadi 9 kategori 

berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia 

dan International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) yang 

digagas oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) diantaranya: 

1. Kejahatan terhadap nyawa, meliputi: 

a. Pembunuhan 

2. Kejahatan terhadap fisik/badan, meliputi: 

a. Penganiayaan berat 

b. Penganiayaan ringan 

c. Kekerasan dalam rumah tangga 

3. Kejahatan terhadap kesusilaan, meliputi: 

a. Perkosaan 

b. Pencabulan 

4. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, meliputi: 

a. Penculikan 
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b. Mempekerjakan anak dibawah umur  

5. Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan 

a. Pencurian dengan kekerasan 

b. Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi) 

c. Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam) 

6. Kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan, 

meliputi: 

a. Pencurian 

b. Pencurian dengan pemberatan 

c. Pencurian kendaraan bermotor 

d. Pengrusakan/penghancuran barang 

e. Pembakaran dengan sengaja 

f. Penadahan 

7. Kejahatan terkait narkotika, meliputi: 

a. Narkotika dan psikotropika 

8. Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, meliputi: 

a. Penipuan/perbuatan curang 

b. Penggelapan 

c. Korupsi 

9. Kejahatan terhadap ketertiban umum 

Tingkat kriminalitas (crime rate) menurut BPS Indonesia (2023) dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Tingkat Kriminalitas = 
௃௨௠௟௔  ௉௘௥௜௦௧௜௪௔ ௄௘௝௔௛௔௧௔௡ ௣௔ௗ௔ ்௔௛௨௡ ௧

௃௨௠௟௔௛ ௉௘௡ௗ௨ௗ௨௞ ்௔௛௨௡ ௧
 x 100.000 

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan   

Ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata di 

antara masyarakat dalam suatu wilayah. Ketimpangan pendapatan dapat diukur 

dengan Indeks Gini, yang mengukur distribusi pendapatan dalam populasi. 

Perbedaan yang sangat besar antara orang kaya dan miskin dapat menyebabkan 

konflik sosial. Ketika sebagian besar kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir orang, 

kelompok miskin akan merasa diperlakukan tidak adil. Perasaan tidak puas tersebut 
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dapat memicu berbagai bentuk konflik, termasuk tindakan kriminal (Sugiharti et 

al., 2022). Dalam situasi tersebut, tindakan kriminal seringkali menjadi cara bagi 

kelompok yang merasa tertindas untuk menyuarakan ketidakpuasan. 

 

Sumber: Todaro & Smith (2020:225) 
Gambar 5. Kurva Lorenz 

Indeks gini adalah alat untuk mengukur ketidakmerataan distribusi pendapatan 

berdasarkan kurva Lorenz (Todaro & Smith, 2020). Kurva Lorenz menggambarkan 

hubungan antara persentase penerima pendapatan dengan persentase total 

pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam periode tertentu. Sumbu horizontal 

menunjukkan jumlah penduduk penerima pendapatan, sementara sumbu vertikal 

menggambarkan bagian dari total pendapatan yang diterima setiap kelompok. 

Semakin jauh kurva Lorenz dari garis diagonal yang menunjukkan distribusi 

pendapatan sempurna, semakin besar tingkat ketimpangannya. Sebaliknya, 

semakin mendekati garis diagonal, semakin kecil ketimpangan yang terjadi. 
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Sumber: Todaro & Smith (2020:226) 
Gambar 6. Estimasi Koefisien Gini 

Untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan relatif di suatu negara, dapat 

digunakan rasio antara luas area yang terletak di antara garis diagonal dan kurva 

Lorenz, dibandingkan dengan luas total segitiga tempat kurva tersebut berada. Pada 

Gambar 6, rasio tersebut ditunjukkan sebagai perbandingan antara area yang diarsir 

A dengan luas segitiga BCD. Ukuran ini dikenal sebagai rasio konsentrasi Gini atau 

koefisien Gini. 

Selain melalui kurva Lorenz, Indeks gini (gini ratio) dapat dirumuskan sebagai 

berikut BPS (2013):  

GR = 1 − ෍ 𝑓𝑝𝑖 (𝐹𝑐௜ − 𝐹𝑐௜ିଵ)

௡

௜ୀଵ

 

di mana: 

GR  = Koefisien Gini (Gini Ratio) 
fpi  = Frekuensi penduduk dalam kelas pendapatan ke-i 
 
Fci  = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan ke-i 

Fci-1  = Frekuensi kumulatif dari total pendapatan dalam kelas pendapatan  

    ke-(i-1) 
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Indeks gini memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai tersebut, 

semakin besar ketimpangan dalam distribusi pengeluaran antar kelompok 

masyarakat berdasarkan kategori pengeluaran. Penilaian tingkat ketimpangan 

berdasarkan indeks gini diklasifikasikan sebagai berikut (Hera Susanti dkk, 

Indikator-Indikator Makroekonomi, LPEM-FEUI, 1995) dalam (BPS, 2009): 

a. GR < 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah. 

b. 0,4 ≤ GR ≤ 0,5 mencerminkan tingkat ketimpangan sedang (moderat). 

c. GR > 0,5 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang tinggi. 

2.1.6 Kemiskinan 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana 

seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak, yang 

diukur melalui garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini mencakup kebutuhan 

minimal untuk konsumsi makanan dan non-makanan. Seseorang dianggap miskin 

jika pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis kemiskinan tersebut. 

Todaro dan Smith (2015) menekankan bahwa kemiskinan merupakan fenomena 

multidimensi yang tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi. Faktor-faktor non-

ekonomi contohnya kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, dan 

diskriminasi sosial juga berperan penting. Misalnya, anak-anak yang sakit atau 

tidak bersekolah cenderung terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena tidak 

memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Kemiskinan sering kali berkaitan erat dengan kriminalitas. Seseorang yang hidup 

dalam kemiskinan menghadapi tekanan ekonomi yang berat, yang sering kali 

menjadi penyebab untuk melakukan tindakan kriminal sebagai cara untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam banyak kasus, tindakan kriminal misalnya 

pencurian, perampokan, dan penjualan barang ilegal adalah akibat dari 

keterpaksaan ekonomi. Seseorang yang berada dalam situasi ini sering kali merasa 

tidak memiliki pilihan lain selain melanggar hukum untuk mendapatkan 

penghasilan. 
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Foster-Greer-Thorbecke (1984) merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk 

mengukur tingkat kemiskinan sebagai berikut (BPS, 2024a): 

𝑃௔ =
1

𝑛
෍ ቂ

𝑧 − 𝑦௜

𝑧
ቃ

௔
௤

௜ୀଵ

 

di mana: 

 a = 0, 1, 2  

z  = Garis kemiskinan 

yi  = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah      
garis kemiskinan (i=1,2,…,q), yi < z 

q  = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 

n  = Jumlah penduduk 

Jika a=0, diperoleh Head Count Index (P0), jika a=1 diperoleh indeks kedalaman 

kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) dan jika a=2 diperoleh indeks keparahan 

kemiskinan (Poverty Severity Index-P2). 

2.1.7 Pendidikan 

Pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan perilaku seseorang dalam 

masyarakat. Menurut teori modal manusia yang dikemukakan oleh  Gary Becker 

(1993), pendidikan adalah salah satu investasi paling penting yang dapat dilakukan 

oleh seseorang dan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan 

kesejahteraan ekonomi. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan peluang  

untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi juga membentuk karakter dan 

nilai-nilai moral yang kuat, yang dapat mengurangi kecenderungan untuk 

melakukan tindakan kriminal. 

Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
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Seseorang yang memiliki akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

memiliki peluang ekonomi yang lebih baik, yang pada gilirannya mengurangi 

motivasi untuk melakukan tindakan kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa 

seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah memiliki risiko yang lebih 

tinggi untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal ini karena kurangnya pendidikan 

sering kali membatasi akses seseorang terhadap pekerjaan yang layak, yang 

memicu frustrasi dan menyebabkan seseorang untuk mencari alternatif ekonomi 

melalui tindakan ilegal. 

Pendidikan juga mempengaruhi cara seseorang memahami norma-norma sosial dan 

hukum. Orang dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, 

baik dari segi hukum maupun sosial. Seseorang lebih cenderung mematuhi hukum 

karena memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang risiko dan hukuman yang 

dihadapi jika melanggar hukum. Sebaliknya, orang dengan tingkat pendidikan 

rendah sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem hukum, 

sehingga lebih rentan terhadap perilaku kriminal. 

Selain itu, pendidikan berperan penting dalam membentuk jaringan sosial dan 

modal sosial yang dapat melindungi seseorang dari kriminalitas. Orang yang 

memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih 

baik terhadap jaringan kerja, komunitas yang mendukung, dan sumber daya sosial 

lainnya yang dapat membantu mengatasi tantangan ekonomi tanpa harus terlibat 

dalam kegiatan kriminal. Pendidikan yang baik juga membangun keterampilan 

kognitif dan sosial yang penting, antara lain kemampuan untuk memecahkan 

masalah, berpikir kritis, dan berkomunikasi dengan efektif, yang semuanya 

berkontribusi pada perilaku yang lebih bertanggung jawab. 

2.1.8 Hubungan Antara Variabel 

a) Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas 

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap 

tingkat kriminalitas di suatu daerah. Ketika pendapatan terdistribusi secara tidak 

merata, orang yang berada di tingkat ekonomi rendah akan merasa tertekan, 
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sehingga dapat terlibat dalam kegiatan kriminal. Penelitian Ilpiyanto & Fujiansyah 

(2023) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang 

tinggi cenderung mengalami tingkat kriminalitas yang lebih tinggi karena. 

ketidakpuasan dan frustasi sosial yang dapat memicu tindakan kriminal. 

Ketimpangan pendapatan tidak hanya memengaruhi perilaku seseorang, tetapi juga 

dapat menciptakan kondisi sosial yang mendukung terjadinya kriminalitas. 

Masyarakat yang tidak setara dalam hal ekonomi cenderung memiliki keterikatan 

sosial yang lemah, yang dapat mengurangi rasa saling percaya dan meningkatkan 

potensi konflik. Selain itu, ketidakadilan sosial dapat mengakibatkan kurangnya 

dukungan terhadap kebijakan publik yang bertujuan mengurangi kriminalitas, 

antara lain program-program sosial dan peningkatan sistem keamanan. 

b) Kemiskinan terhadap Kriminalitas 

Kemiskinan adalah faktor signifikan yang mempengaruhi tingkat kriminalitas. 

Kemiskinan tidak hanya mencerminkan kekurangan bahan material, tetapi juga 

kekurangan dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin 

menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan kelompok yang memiliki pendidikan 

dan keterampilan, sehingga lebih rentan terlibat dalam kegiatan ilegal untuk 

memenuhi kebutuhan hidup (Situmorang, 2024). Penelitian Silvia & Ikhsan (2021) 

menunjukkan bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang terlibat dalam tindakan 

kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya, dalam 

situasi di mana orang tidak memiliki sumber daya yang cukup akan merasa terpaksa 

untuk melakukan pencurian atau kejahatan lainnya. 

Selain itu, kemiskinan dapat menyebabkan tekanan psikologis yang dapat memicu 

perilaku kriminal. Seseorang yang merasa putus asa dan tidak memiliki harapan 

untuk memperbaiki situasi hidup cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang. 

Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kemiskinan di 

suatu daerah dan tingkat kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan. Kemiskinan 

berperan dalam menciptakan kondisi yang mendukung munculnya kriminalitas 

akibat frustrasi sosial dan keterbatasan akses terhadap sumber daya. 
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c) Pendidikan terhadap Kriminalitas 

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kriminalitas. 

Seseorang yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang 

yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan menghindari 

keterlibatan dalam tindakan kriminal (Burtt, 2005). Penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan yang rendah berhubungan positif dengan tingkat kriminalitas, di 

mana orang dengan pendidikan rendah cenderung terlibat dalam kejahatan (Murialti 

& Hadi, 2023). Pendidikan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja, yang pada gilirannya dapat mengurangi 

ketergantungan pada aktivitas ilegal. 

Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran seseorang 

akan hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal. Pendidikan yang baik dapat 

membantu seseorang memahami nilai-nilai sosial dan norma yang ada, sehingga 

dapat menghindari perilaku  menyimpang. Mardinsyah & Sukartini (2020) 

menyatakan bahwa peningkatan tingkat pendidikan dapat mengurangi risiko 

terlibat dalam kejahatan, karena orang yang terdidik cenderung memiliki nilai yang 

lebih kuat terhadap hukum dan keadilan sosial. 

2.2 Tinjauan Empiris 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

Penulis/Judul/Tahun Variabel Metode Hasil 
Lilik Sugiharti, Rudi 
Purwono, Miguel 
Angel Esquivias dan 
Hilda Rohmawati 
The Nexus between 
Crime Rates, Poverty, 
and Income 
Inequality: A Case 
Study of Indonesia 
(2023) 

Tingkat 
kriminalitas, gini 
ratio, PDRB, 
kepadatan 
penduduk, RLS, 
investasi 
dosmetik, FDI, 
belanja 
infrastruktur, 
jumlah penduduk 
kemiskinan, rata-
rata penduduk 
yang berada 
dibawah garis 
kemiskinan, rata-
rata indeks 

Generalized 
Method of 
Moments 

PDRB, belanja 
infrastruktur, gini 
rasio, kemiskinan, , 
rata-rata penduduk 
yang berada dibawah 
garis kemiskinan, 
rata-rata indeks 
kesenjangan 
kemiskinan, rata-rata 
indeks keparahan 
kemiskinan 
berpengaruh positif 
terhadap tingkat 
kejahatan. 
Sedangkan 
kepadatan penduduk,  
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Penulis/Judul/Tahun Variabel Metode Hasil 
kesenjangan 
kemiskinan, 
Rata-rata indeks 
keparahan 
kemiskinan 

pendidikan dan 
investasi 
berpengaruh negatif 
terhadap tingkat 
kejahatan. 

Marko Ilpiyanto dan 
Deki Fujiansyah 
Pengaruh Indeks 
Pembangunan 
Manusia Dan 
Ketimpangan 
Pendapatan Terhadap 
Tingkat Kriminalitas 
Di Kabupaten/Kota 
Provinsi Sumatera 
Selatan Tahun 2020-
2022 (2023) 

Kriminalitas, 
IPM, dan 
ketimpangan 
pendapatan 

Regresi 
Data Panel 

(IPM) berpengaruh 
positif dan signifikan 
sedangkan 
ketimpangan 
pendapatan 
berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan 
terhadap 
kriminalitas. 

Neng Murialti dan 
Muhammad Fikry 
Hadi  
Analisis Tingkat 
Kriminalitas di 
Provinsi Dengan 
Pendekatan Data 
Panel 
 (2023) 
 

Tingkat 
kriminalitas, 
kepadatan 
penduduk, 
pendidikan, 
kemiskinan, 
tingkat 
pengangguran, 
tingkat upah, dan 
migrasi 

Regresi 
Data Panel 

Pendidikan dan 
migrasi masuk 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap tingkat 
kriminalitas, tingkat 
upah minimum 
berpengaruh negatif 
dan signifikan 
terhadap tingkat 
kriminalitas. 
Sedangkan variabel 
kepadatan penduduk, 
kemiskinan dan 
pengangguran tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
tingkat kriminalitas 

Nadya Soraya, 
Muhammad Azkia 
Nurfikri, Ariq Rafi, 
Muhammad 
Kurniawan  
Pengaruh 
Ketimpangan 
Ekonomi, Tingkat 
Kemiskinan, Tingkat 
Pendidikan Dan 
Tingkat 
Pengangguran 

Kriminalitas, 
ketimpangan 
ekonomi, tingkat 
kemiskinan, 
tingkat 
pendidikan dan 
tingkat 
pengangguran 
terbuka 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Ketimpangan 
ekonomi 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap tingkat 
kriminalitas, 
sedangkan tingkat 
pendidikan, tingkat 
kemiskinan, dan 
tingkat 
pengangguran 
terbuka berpengaruh 
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Penulis/Judul/Tahun Variabel Metode Hasil 
Terbuka Terhadap 
Kriminalitas Di 
Indonesia Tahun 
2013-2023  
(2024) 

negatif dan tidak 
signifikan terhadap 
kriminalitas 

Arif Satrio Wicaksono 
dan Suharto 
Analisis pengaruh 
faktor ekonomi 
terhadap kriminalitas 
di Kabupaten/Kota 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta 
 (2023) 

Kriminalitas, 
PDRB per kapita, 
pengangguran, 
kemiskinan, dan 
pendidikan 

Regresi 
Data Panel 

Kemsikinan dan 
pendidikan 
berpengaruh positif 
dan signifikan 
terhadap kriminalitas 
sedangkan PDRB 
dan pengangguran 
berpengaruh positif 
dan tidak signifikan 
terhadap kriminalitas  

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini menggunakan variabel independen (ketimpangan pendapatan, 

kemiskinan, dan pendidikan) yang mempengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia. 

Penggunaan empat variabel tersebut diharapkan dapat digunakan untuk 

menganalisis penyebab terjadinya kriminalitas baik secara parsial maupun 

simultan.  

Adapun kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketimpangan Pendapatan 

Kemiskinan 

Pendidikan 

Kriminalitas 

Gambar 7. Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan teori dan penelitian empiris, maka dapat dikemukakan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1 : Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kriminalitas di Indonesia. 

H2 : Diduga kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kriminalitas di Indonesia. 

H3 : Diduga pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kriminalitas di Indonesia. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 
3.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan jenis data yang digunakan 

berupa data sekunder dalam bentuk data panel. Data sekunder diperoleh dari 

lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini. Data panel memberikan 

keunggulan dengan menganalisis perubahan variabel dari waktu ke waktu (time 

series) serta perbandingan antar wilayah (cross-section). Data yang dikumpulkan 

sejak tahun 2014-2023 pada 32 Provinsi di Indonesia. Data tersebut diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik (BPS). 

Tabel 2. Deskripsi Data 

Variabel Simbol Satuan Sumber 
Tingkat Kriminalitas CR Kasus/100.000 Penduduk BPS 

Ketimpangan Pendapatan KP Indeks BPS 
Kemiskinan POOR Persen BPS 
Pendidikan EDU Tahun BPS 

 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 32 Provinsi di Indonesia dengan data yang lengkap 

untuk periode 2014 hingga 2023. Penelitian ini berfokus kepada tingkat 

kriminalitas, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan, penanaman modal 

dalam negeri dan penanaman modal asing.  

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan deskripsi yang jelas dan 

terperinci mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Setiap 

variabel memiliki makna serta konteks spesifik yang berperan penting dalam 

mendukung analisis data dan interpretasi hasil. Memahami definisi dari masing-
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masing variabel akan memberikan dasar yang kuat bagi peneliti dalam 

mengevaluasi hubungan antarvariabel dengan lebih efektif. Berikut adalah definisi 

dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kriminalitas (crime rate). 

Tingkat kriminalitas didefinisikan sebagai jumlah kejadian kejahatan yang terjadi 

dalam suatu wilayah per 100.000 penduduk pada periode tertentu. Variabel tingkat 

kriminalitas digunakan untuk mengukur seberapa besar risiko atau intensitas 

kriminalitas di suatu daerah. Semakin tinggi nilai variabel tingkat kriminalitas, 

maka semakin tinggi pula tingkat kejahatan di wilayah tersebut. Jenis kejahatan 

yang terjadi diantaranya pembunuhan, kejahatan fisik, pencabulan, pencurian, 

penipuan, korupsi, penggunaan/penjualan narkoba, dan perusakan lingkungan. 

Dalam penelitian ini, data tingkat kriminalitas diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

dan diukur dalam satuan kasus per 100.000 penduduk (BPS, 2024b). 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu ketimpangan 

pendapatan, kemiskinan, dan pendidikan. 

a. Ketimpangan Pendapatan 

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menggunakan Indeks Gini, yaitu ukuran 

statistik yang menggambarkan tingkat kesenjangan distribusi pendapatan antar 

kelompok penduduk dalam suatu wilayah. Indeks ini memiliki rentang antara 0 

hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata 

sempurna, sedangkan angka mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. 

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong 

tindakan kriminal akibat ketidakpuasan atau ketimpangan sosial. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan diukur dalam bentuk indeks. 
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b. Kemiskinan  

Kemiskinan dalam penelitian ini dikur melalui tingkat kemiskinan yang 

menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk 

dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Penduduk miskin didefinisikan sebagai 

orang yang berada di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar yang ditetapkan 

oleh BPS. Kemiskinan sering dikaitkan dengan peningkatan potensi kriminalitas 

karena keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Data 

tingkat kemiskinan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan 

diukur dalam satuan persentase. 

c. Pendidikan 

Pendidikan dalam penelitian ini diukur melalui rata-rata lama sekolah penduduk 

umur ≥15 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun 

yang mengulang). Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan tinggi. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dihitung 

dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang 

dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian 

pengulangan kelas. Pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas 

sumber daya manusia dan memengaruhi perilaku sosial masyarakat. Tingkat 

pendidikan yang rendah sering dikaitkan dengan peningkatan risiko terlibat dalam 

aktivitas kriminal. Data pendidikan diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan diukur 

dalam satuan tahun.  

3.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Generalized Method of 

Moment (GMM) dengan menggunakan analisis regresi data panel. Variabel CR 

merupakan variabel yang dipengaruhi oleh nilai di masa lalu (pre-determinant), 

sehingga nilai CR pada tahun ini dipengaruhi oleh nilai CR pada tahun sebelumnya 

(CRt-1) (Sugiharti et al., 2023). Penelitian ini menggunakan software Stata sebagai 

alat bantu pengolahan data.  
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Fungsi persamaan yang akan diamati pada penelitian ini adalah: 

CR = ƒ (KP,POOR,EDU) 

Kemudian, model tersebut dispesifikasikan kembali sebagai berikut:  

CRi,t = β0 + β1CRi,t-1+ β2KPi,t + β3POORi,t + β4EDUi,t   + εi,t 

Keterangan:  

CRi,t  = Tingkat Kriminalitas (kasus/100.000 penduduk) 

CRi,t-1  = Tingkat Kriminalitas pada tahun sebelumnya (kasus/100.000 

penduduk) 

KPi,t  = Ketimpangan Pendapatan (indeks) 

POORi,t = Tingkat Kemiskinan (persen) 

EDUi,t  = Tingkat Pendidikan (tahun) 

i  =  Jumlah data cross section 

t  = Jumlah data time series  

β0  = Konstanta 

β1 – β4  = Koefisien Regresi 

εi,t   = Error Term 

 

3.5 Uji Diagnosa 

Uji diagnosa model merupakan serangkaian pengujian statistik yang terdiri dari uji 

normalitas, multikolinearitas dan uji validitas instrumen. Meskipun penelitian ini 

menggunakan metode Generalized Method of Moments (GMM) dalam estimasinya, 

uji diagnosa tetap perlu dilakukan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk 

mengevaluasi kondisi awal data dan model, serta mengidentifikasi adanya indikasi 

bias dalam data atau parameter estimasi. Jika data sudah mengalami masalah serius 

dalam ujji diagnosa tersebut, maka model OLS tidak lagi menghasilkan estimasi 

yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator), sehingga  metode GMM menjadi 

alternatif yang lebih tepat. GMM umumnya digunakan ketika model menghadapi 

permasalahan endogenitas, autokorelasi, atau heteroskedastisitas berat. Berikut 

beberapa uji diagnosa yang harus dilakukan: 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menganalisis pola distribusi data dalam suatu 

kelompok variabel. Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah residual 

dalam model regresi terdistribusi secara normal. Salah satu metode yang digunakan 

untuk uji normalitas adalah skewness-kurtosis. Pengujian normalitas dilakukan 

dengan metode skewness-kurtosis, di mana kriteria yang digunakan untuk 

menentukan normalitas data adalah nilai skewness yang berada dalam rentang -2 

hingga +2 (Ananta et al., 2023). Sedangkan nilai kurtosis yang berada dalam 

rentang  -2 hingga +2 (George & Mallery, 2016). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi tinggi 

atau sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Jika terjadi 

multikolinearitas sempurna di antara variabel independen, maka koefisien regresi 

tidak dapat ditentukan, dan standar error menjadi tak terhingga. Namun, jika tingkat 

multikolinearitas tinggi tetapi tidak sempurna, koefisien regresi masih dapat 

ditentukan, tetapi nilai standar error yang besar menunjukkan bahwa estimasi 

koefisien regresi kurang akurat. Model regresi dinyatakan mengalami 

multikolinearitas jika nilai matriks korelasi (correlation matrix) lebih besar dari 

0,85 (Widarjono, 2018). Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

H₀: Tidak terdapat multikolinearitas (correlation matrix < 0,85) 

Hₐ: Terdapat multikolinearitas (correlation matrix > 0,85) 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen 

memiliki varian residual yang seragam. Penentuan ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dalam regresi linier dilakukan dengan melihat nilai probabilitas 

F-Statistik (F hitung). Jika nilai probabilitas F hitung lebih besar dari 0,05, maka 

H₀ diterima, yang menunjukkan bahwa regresi linier bebas dari heteroskedastisitas. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut: 

H₀: Tidak terdapat heteroskedastisitas (Probabilitas F-Statistik > 0,05) 
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Hₐ: Terdapat heteroskedastisitas (Probabilitas F-Statistik < 0,05) 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan penganggu pada periode 

sebelumnya (t-1) dalam model regresi linier. Jika terdapat korelasi, maka muncul 

masalah autokorelasi. Autokorelasi biasanya terjadi karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu saling terkait, sehingga residual tidak bersifat 

independen antar pengamatan. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:  

H0: Tidak terjadi autokorelasi (Probabilitas F-Statistik > 0,05) 

Ha: Terjadi autokorelasi (Probabilitas F-Statistik < 0,05) 

Jika nilai probabilitas F-Statistik lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang 

berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-Statistik 

kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, dan data regresi dianggap mengandung 

autokorelasi.  

3.6 Uji Validitas Instrumen 

Untuk menguji validitas instrumen, dilakukan uji Hansen, AR1 dan AR2.   

a. Uji Hansen 

Pengujian dengan metode Generalized Method of Moments (GMM) akan lebih 

efisien jika disertai dengan pengujian validitas instrumental variable (IV) yang 

tepat. Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengatasi potensi bias dalam 

parameter estimasi akibat penggunaan instrumen yang tidak sesuai. Penggunaan IV 

bertujuan untuk mengatasi masalah korelasi antara variabel dependen dengan 

residual serta korelasi antara lag variabel dependen dengan residual.  

Uji validitas instrumen variabel dapat dilakukan menggunakan uji Sargan dan uji 

Hansen. Dalam penelitian ini, pengujian validitas instrumen variabel (IV) 

menggunakan uji Hansen, yang merupakan alternatif yang lebih modern dan sering 

dianggap lebih robust dibandingkan dengan uji Sargan. Uji Hansen dirancang untuk 

menguji validitas instrumen dalam model Generalized Method of Moments (GMM) 
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dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat mengenai keandalan instrumen 

yang digunakan.  

Uji Sargan, meskipun masih banyak digunakan, memiliki beberapa keterbatasan, 

terutama dalam hal asumsi yang mendasarinya. Menurut Roodman (2009), uji 

Sargan dapat memberikan hasil yang kurang akurat jika terdapat instrumen yang 

tidak valid, dan dalam beberapa kasus, hasilnya dapat dipengaruhi oleh jumlah 

instrumen yang digunakan. Menurut Xu (2023) uji Sargan tidak robust terhadap 

heteroskedastisitas atau autokorelasi, maka penilaian dilakukan dengan 

menggunakan uji Hansen dan uji AR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

memilih untuk mengabaikan uji Sargan dan berfokus pada uji Hansen. 

Dengan demikian, fokus pada uji Hansen dalam analisis ini tidak hanya 

memberikan keandalan yang lebih tinggi dalam pengujian validitas instrumen, 

tetapi juga menyederhanakan proses analisis dengan mengurangi kebutuhan untuk 

mempertimbangkan hasil dari uji Sargan yang tidak konsisten. Hal ini sejalan 

dengan rekomendasi yang diberikan oleh Arellano & Bond, (1991) serta Roodman 

(2009) yang menyarankan penggunaan uji Hansen dalam metode GMM. 

H0: conditions of moment valid, artinya instrumen yang digunakan tidak 

berkorelasi dengan residual 

Ha: conditions of moment tidak valid, artinya instrumen yang digunakan 

berkorelasi dengan residual 

Pengambilan keputusan dalam uji validitas instrumen didasarkan pada tingkat 

probabilitas 0,05. Jika nilai probabilitas > 0,05, H0 diterima yang menunjukkan 

bahwa instrumen valid karena conditions of moment terpenuhi. Sebaliknya, jika 

nilai probabilitas < 0,05, Ho ditolak, yang menunjukkan bahwa instrumen tidak 

valid karena conditions of moment tidak terpenuhi. 

b.  Uji Arellano Bond 

Untuk menguji konsistensi instrumen pada model digunakan Uji Arrelano Bond. 

Uji ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat korelasi antara kesalahan 

pengganggu (residual) pada periode tertentu (t) dengan kesalahan pada periode 

sebelumnya (t-1). Jika terjadi korelasi, ini menandakan adanya masalah 
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autokorelasi, yang dapat menyebabkan hasil estimasi model regresi menjadi tidak 

efisien karena standar error parameter estimasi tidak akurat, sehingga uji t dan F 

menjadi tidak valid (Ghozali, 2018). Masalah autokorelasi dapat menghasilkan 

estimasi koefisien yang konsisten, tetapi dengan varians yang besar, yang pada 

akhirnya menyebabkan hasil estimasi tidak efisien. 

 Uji AR memeriksa apakah ada autokorelasi pada first difference ordo pertama 

(AR(1)) dan first difference ordo kedua (AR(2)) dari residual. Hasil uji ini dinilai 

berdasarkan nilai probabilitas. Jika probabilitas AR(2) > 0,05, H0 diterima, 

menandakan tidak adanya autokorelasi sehingga model valid dan estimasi 

konsisten. Sebaliknya, jika probabilitas AR(2) < 0,05, maka Ha diterima, yang 

menunjukkan adanya autokorelasi dan model menjadi tidak valid. 

3.7 Generalized Method of Moment (GMM) 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel dengan metode 

Generalized Method of Moment (GMM). Salah satu hal yang menentukan 

penggunaan panel dinamis GMM adalah ada atau tidaknya masalah endogenitas. 

Penerapan metode GMM memiliki keunggulan dibanding teknik estimasi lainnya 

dimana metode ini dapat menangani bias endogenitas (Sugiharti et al., 2023). Ullah 

et al. (2018) menjelaskan bahwa regresi Ordinary Least Square (OLS) sering kali 

menghasilkan estimasi yang bias dan tidak konsisten akibat endogenitas yang tidak 

terkendali. Selain itu regresi panel statis, misalnya fixed effect tidak menggunakan 

nilai lag dari variabel independen sehingga menyebabkan hilangnya informasi 

berharga yang dapat menimbulkan masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi.  

Metode GMM tepat digunakan pada data panel dengan jumlah unit pengamatan (N) 

yang besar dan periode waktu (T) yang kecil (Tchamyou, 2020). Dalam kondisi ini, 

bias dinamis akibat hubungan antara variabel dependen lag dan error menjadi 

penting dan tidak dapat diatasi secara tepat oleh metode OLS atau efek tetap. GMM 

mampu mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan lag sebagai instrumen 

yang valid. Namun, jika T terlalu besar, jumlah instrumen dalam GMM, baik pada 

pendekatan first-difference maupun system, akan meningkat pesat, yang bisa 

menyebabkan hasil estimasi menjadi kurang akurat (Roodman, 2009a). Sementara 
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itu, jika N terlalu kecil, standar error yang disesuaikan terhadap klaster dan uji 

autokorelasi Arellano–Bond bisa menjadi tidak andal (Roodman, 2009a). Oleh 

karena itu, struktur data dengan T kecil dan N besar sangat mendukung penggunaan 

metode GMM secara optimal. 

Pendekatan estimator GMM yang diusulkan oleh Arellano dan Bond menghasilkan 

estimasi yang tidak bias, konsisten, dan efisien (Sugiharti et al., 2023). Namun 

Blundell dan Bond (2023) merekomendasikan penggunaan Metode Generalized 

System of Moments (SYS- GMM), yang dianggap lebih efisien dibandingkan 

estimator sebelumnya. Efisiensi ini berasal dari penggabungan informasi level 

tambahan, yakni momen kondisional dan matriks variabel instrumen level, di 

samping perbedaan pertama dengan menggabungkan momen kondisional dan 

matriks variabel instrumen (first difference dan level), tersedia dua metode estimasi 

dalam estimasi GMM untuk mengatasi inkonsistensi dalam estimasi model panel 

dinamis, yaitu First Difference GMM (FD-GMM) dan System GMM (SYS-GMM). 

Sebelum melanjutkan estimasi GMM, model penelitian harus memenuhi 

persyaratan: valid, konsisten, dan tidak bias.  

3.8 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan langkah penting dalam penelitian kuantitatif untuk 

mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel yang 

diteliti.  

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji z) 

Uji z digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji signifikansi parsial ini 

dilakukan untuk menguji hipotesis dalam model Generalized Method of Moments 

(GMM). Pengujian signifikansi parsial terhadap hasil regresi dilakukan pada 

tingkat signifikansi 95% atau α = 5% atau 0,05 dengan hipotesis berikut: 

H0: Tidak terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji 

Ha: Terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji 
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Jika nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, jika nilai 

probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Wald) 

Uji signifikansi simultan dilakukan secara bersamaan untuk mengetahui adanya 

hubungan dalam model. Pada model panel dinamis, digunakan uji Wald untuk 

melihat apakah terdapat hubungan dalam model (Bond, 1991). Uji Wald adalah uji 

signifikansi bersama-sama yang digunakan untuk melihat apakah variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut  

Arellano & Bond (1991), hipotesis uji Wald adalah: 

H0: Tidak terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji 

Ha: Terdapat hubungan dalam model dengan statistik uji 

Pengambilan keputusan uji Wald dilakukan dengan melihat nilai probabilitas. Jika 

nilai probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel 

independen memengaruhi variabel dependen atau setidaknya ada satu variabel yang 

signifikan terhadap model. Sebaliknya, jika nilai probabilitas > 0,05, H0 diterima 

dan Ha ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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 V. SIMPULAN DAN SARAN  
 
 
 
 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dari analisis dan penjelasan yang disajikan dalam penelitian 

ini, diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas 

di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi dalam distribusi 

pendapatan di suatu wilayah tidak serta-merta berdampak langsung pada 

peningkatan atau penurunan tingkat kriminalitas. Peningkatan ketimpangan 

pendapatan tidak selalu menyebabkan peningkatan kriminalitas secara 

langsung dengan adanya pengawasan sosial yang kuat dari keluarga, 

masyarakat sekitar, lembaga masyarakat dan lembaga keagamaan. 

Meskipun demikian, ketika sebagian masyarakat merasa tertinggal jauh 

secara ekonomi dibanding kelompok lain, dapat menyebabkan timbulnya 

rasa frustrasi, kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan yang pada akhirnya 

dapat memicu tindak kriminal diantaranya pencurian dan penipuan.  

2. Peningkatan kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di 

Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan mendorong 

seseorang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan hidup, terutama ketika peluang kerja terbatas atau pendapatan 

tidak mencukupi. Selain itu, dilakukan robustness test untuk untuk 

mengevaluasi sejauh mana estimasi utama dalam analisis regresi tetap 

konsisten ketika spesifikasi model diubah. Robustness test ini dilakukan 

dengan mengganti variabel tingkat kriminalitas menjadi jenis kejahatan 

tertentu, diantaranya pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa, 

penipuan, penganiayaan dan narkotika. Hasil uji ketahanan (robustness test) 

menunjukkan bahwa kejahatan narkotika cenderung tidak menunjukkan 

pola yang konsisten sebagaimana yang terlihat pada empat jenis kejahatan 
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lainnya. Hal ini dikarenakan untuk terlibat dalam kejahatan narkotika, 

seseorang perlu mengeluarkan biaya, sehingga ketika orang yang hidup 

dalam kemiskinan tidak mampu melakukan kejahatan ini. Namun, bukan 

berarti orang tersebut sama sekali tidak bisa, karena dalam beberapa kasus, 

orang miskin bisa saja mencuri, menipu, atau bahkan melakukan korupsi 

demi mendapatkan uang untuk terlibat dalam kejahatan narkotika. 

3. Peningkatan pendidikan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas di 

Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan di suatu wilayah, justru diikuti dengan peningkatan tingkat 

kriminalitas. Seseorang berpendidikan dapat memiliki akses yang lebih luas 

terhadap teknologi, jaringan, dan informasi, yang bisa dimanfaatkan untuk 

melakukan kejahatan intelektual dengan modus yang lebih kompleks dan 

sulit terdeteksi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh ketimpangan pendapatan, 

kemiskinan, dan pendidikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, maka 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Terbuktinya kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, maka 

pemerintah pusat dan daerah perlu memperluas program padat karya di 

wilayah dengan angka kemiskinan tinggi, khususnya di sektor informal dan 

pertanian. Selain itu, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan 

kewirausahaan dan bantuan permodalan. Program bantuan sosial, antara 

lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) juga perlu dioptimalkan agar tepat sasaran dan mencakup 

kebutuhan dasar masyarakat miskin. 

2. Lembaga penyelenggara pendidikan (sekolah dasar, menengah, dan 

perguruan tinggi) berkoordinasi dengan stakeholder dapat mengembangkan 

kurikulum pendidikan karakter yang mengintegrasikan materi antikorupsi, 

anti-narkoba, dan kesadaran hukum. Selain itu, pelatihan kewirausahaan di 

sekolah dan kampus juga penting untuk menciptakan lulusan yang mandiri 

dan siap kerja. 
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3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ketimpangan pendapatan, 

kemiskinan, dan pendidikan dalam menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, untuk penelitian 

selanjutnya disarankan agar mempertimbangkan penambahan variabel lain 

yang juga berpotensi berkontribusi terhadap kriminalitas, diantaranya 

pengangguran, kepadatan penduduk, dan urbanisasi. Variabel-variabel 

tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh 

mengenai dinamika kriminalitas. 
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